SALINAN

NOMOR 7, 2014

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA MALANG 2014 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MALANG,

a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum,
Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengembangan
sistem penyediaan air minum meliputi rencana induk,
studi kelayakan dan/atau perancangan teknik terinci;

b. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum di
wilayah Kota dapat terselenggara dengan tertib,
berkelanjutan dan berfungsi sesuai dengan yang
direncanakan, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 551);



. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
Il Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Malang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan  Sistem Penyediaan Air  Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
294/ PRT/ M/ 2005 tentang Badan Pendukung
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
O1/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
12/ PRT/ M/ 2010 tentang Pedoman Kerja Sama
Pengusahaan Pengembangan SPAM;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18
/PRT/ M/ 2012 tentang Pedoman Pembinaan
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
O07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Perizinan
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Oleh Badan Usaha Dan Masyarakat
Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 492/ M ENK ES/PER/1VV/2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1451.K/ 10/ MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelengaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan
Air Bawah Tanah;

Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun
1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kotamadya Malang;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 16
Seri C);



27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001
tentang Konservasi Air (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2001 Nomor 18 Seri C);

28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2006
tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008
Nomor 4 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan . PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA MALANG 2014-2028.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Wadlikota adalah Walikota Malang.
4

. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah
PDAM KotaMalang.



5.

10.

11.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,

lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara / daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang

sgjenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air
baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan
air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai

air baku untuk air minum.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan
atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat

langsung diminum.

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang
sehat, bersih, dan produktif.

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan
satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana

ar minum.

Penyelenggara  pengembangan SPAM yang selanjutnya  disebut
Penyelenggara adalah perusahaan daerah air minum (PDAM), koperasi,
badan usaha swasta, dan/atau masyarakat yang melakukan

penyelenggaraan pengembangan SPAM.

BAB II



RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum merupakan penjabaran dari
SPAM untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun yang merupakan bagian

dari Perencanaan Pengembangan SPAM.

(2) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), memuat sebagai berikut :

kondisi umum daerah;

kondisi sistem air minum eksisting;
standar perencanaan .

proyeksi kebutuhan air.

potensi air baku;

T o Q0 TP

rencana pengembangan SPAM;
g. rencana pendanaan;

h. rencana pengembangan kelembagaan,;

(3) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pel aksanaan dan pengawasan.

(4 Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi pedoman bagi :
a. Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum Tahun 2014-2028;
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 3

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2014-2028 sebagaimana

dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota ini.



BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota
Malang

Ditetapkan di Malang
padatanggal 2 Pebruari 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang
padatanggal 2 Pebruari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tingkat |
NIP. 19650302 199003 1 019




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA
MALANG 2014 - 2028

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat daerah
kabupaten/ kota yang terus semakin meningkat seiring dengan pertambahan
populasi penduduk, dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air
minum (SPAM). Kewajiban untuk mengembangkan SPAM tersebut pada
dasarnya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah
kabupaten/ kota (pemkab/ kota). Namun, mengingat masih sangat terbatasnya
sumber daya manusia yang ada di daerah tingkat dua (kabupaten/ kota), maka
baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat satu (provinsi) harus dapat
memberikan dukungan dan bantunan teknis pembinaan yang tepat dan sesuai
dengan kebutuhan dari daerah tersebut dalam upayanya melaksanakan
penyelenggaraan SPAM secara optimal menyeluruh, berkelanjutan dan
dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi pada setiap
tahapan penyelenggaraannya.

Regulasi terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum pada
prinsipnya adalah bertujuan untuk terciptanya pengelolaan dan pelayanan air
minum yang berkualitas, berkuantitas dan berkontinuitas kepada public
dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara
masyarakat konsumen air minum dan tercapainya kepentingan yang seimbang
antara masyarakat konsumen air minum dan penyedia jasa pelayanan air
minum serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum
(sesuai UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan PP RI Nomor
16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan SPAM).

Proses penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air
minum (RI-SPAM) dalam upaya pengembangan SPAM adalah merupakan
tahapan paling awal dari penyelenggaraan SPAM yang harus dilaksanakan dan
disusun dengan benar sesuai dengan panduan, tata cara ataupun pedoman
pada Lampiran | dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
18/ PRT/ M/ 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum.

Rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum Kota Malang ini
diharapkan nantinya akan dapat lebih melengkapi dan memantapkan ploting
tahapan rencana pengembangan SPAM di wilayah administrative Provinsi Jawa
Timur pada umumnya dan di wilayah administratif Kota Malang pada
khususnya.



1.2 Maksud dan tujuan
1.2.1 Maksud

— Mengidentifikasi kebutuhan air minum pada daerah studi
perencanaan;

— Membantu Pemkot Malang dalam menyusun rencana induk
pengembangan SPAM di daerahnya;

— Mengetahui program yang dibutuhkan untuk pencapaian target
pelayanan SPAM yang terukur pada setiap tahapan rencana (per 5
tahun);

— Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air
minum di Kota Malang melalui program yang berkelanjutan serta
terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan;

1.2.2 Tujuan

M enghasilkan dokumen rencana induk pengembangan SPAM, yang akan dapat

menjadi pedoman penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah studi

perencanaan Kota Malang hingga 15 tahun kedepan (2025) dan nantinya

dilegalkan dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Kota M alang.

1.2.3 Keluaran pelaksanaan pekerjaan

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Rencana Induk

Pengembangan SPAM Kota Malang vyang siap ditindaklanjuti oleh

Penyelenggara SPAM Pemerintah Kota untuk menjadi dokumen Legal

Pemerintah Kota mengenai Rencana |nduk Pengembangan SPAM.

1.3 Landasan hukum penyusunan RI-SPAM

Penyusunan RI-SPAM ini mengacu pada Peraturan Nasional (utama) dan

Daerah, termasuk program dan kebijakan PDAM Kota Malang.

1.3.1 Acuan Utama

Sebagal acuan utama dalam penyusunan RI-SPAM ini ialah:

a. UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;

b. PP RI Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan SPAM;

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/ PRT/ M/ 2007 Tentang
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor: 18/ PRT/ M/ 2012, Tentang
Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM).

1.3.2 Acuan pendukung (ter masuk kebijakan Pemda)

Sedangkan acuan pendukung dalam penyusunan RISPAM ini adalah sebagai

berikut:

1. Perda nomor 4 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Malang;

2. Corporate Plan PDAM Kota Malang tahun 2010-2014; dan

3. RISDAM PDAM Kota Malang tahun 2006 - 2015.



1.4 Ruang lingkup pekerjaan
Ruang lingkup Penyusunan Rencana Induk SPAM Kota Malang meliputi :

Melakukan evaluasi kondisi kota/ kawasan untuk mengetahui karakter
fungsi strategis dan konteks regional nasional kota/ kawasan Kota Malang
serta mel aksanakan koordinasi kepada instansi terkait;

Melakukan koordinasi/ konsultasi dengan Bappeda Kota Malang dalam
menerjemahkan RTRW Kota Malang menjadi rencana induk pengembangan
SPAM Kota Malang;

Melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif proaktif dengan
Konsultan Advisory Perencanaan Provinsi Jawa Timur TA-2011 dalam
seluruh rangkaian proses tahapan pelaksanaan pekerjaan penyusunan RI-
SPAM Kota Malang;

Mengevaluasi kondisi eksisting SPAM dan menganalisis kondisi
permasalahan kondisi SPAM Kota Malang yang ada untuk mengetahui
kebutuhan pengembangannya dalam rangka pelayanan air minum dan
menganalisis kinerja pengelola dan penyelenggara air minum Kota Malang;
Merencanakan sistem transmisi air minum dan distribusi untuk SPAM
jaringan perpipaan;

Melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan,
perkiraan kebutuhan air sampai 15 tahun kedepan dan melaksanakan
identifikasi sumber air baku potensial yang ada dalam wilayah Kota Malang;
Menentukan kriteria teknis dan standar pelayanan, meliputi tingkat
pelayanan yang diinginkan, cakupan pelayanan dan jenis pelayanan yang
dapat ditawarkan kepada pelanggan dan melaksanakan survey sesuai
kebutuhan dan lingkup pekerjaan;

Membuat proyeksi kebutuhan air minum berdasarkan hasil analisis
kebutuhan nyata dan menyusun rencana kebutuhan air minum selama 15
tahun;

Menentukan skala prioritas penggunaan sumber air baku, kebutuhan
kapasitas air baku dan menyusun rencana alokasi air baku yang
dibutuhkan untuk SPAM yang direncanakan dengan membuat skematisasi
pemakaian air minum;

Melaksanakan kajian keterpaduan perencanaan pengembangan SPAM
dengan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan dengan menyusun
identifikasi potensi pencemar air baku;

Menyusun program dan investasi pengembangan SPAM untuk jangka
pendek (2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10 - 20
tahun) di wilayah studi;

Menyusun rencana pembiayaan dan pola investasi yang berupa indikasi
garis besar biaya tingkat awal, sumber pendanaan dan pola pembiayaan
bagi pengembangan SPAM. Menyusun strategi dan program pengembangan
pelayanan air minum dengan polainvestasi dan pemeliharaannya;
Menyusun rencana konsep pengembangan kelembagaan penyelengara
SPAM dan rencana berjalannya penyelenggaraan (operasionalisasi SPAM)
tersebut;



— Menampilkan seluruh peta-peta yang dibutuhkan dalam sebuah dokumen
RI-SPAM dengan standar yang sesuai dengan rujukan pedoman dan
menyusul hasil studi perencanaan sesuai dengan prosedur standar yang
ada dalam pedoman yang ada.

1.5 Wilayah administratif

Kota Malang terletak pada 79 06’ - 8% 02’ Lintang Selatan dan 1120 06’ — 1120
07’ Bujur Timur, dengan ketinggian 440 - 667 meter di atas permukaan laut.
Kota Malang berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Karangploso,
Kabupaten Malang di sebelah utara, Kecamatan Pakis dan Tumpang di sebelah
timur, Kecamatan Tajinan dan Pakisaji di sebelah selatan serta Kecamatan
Wagir dan Dau di sebelah barat. Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu
Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun serta 57 kelurahan.

‘\\ PETA ADMINISTRASI
KOTA BATU /‘) KOTA MALANG

Legenda:
("% Batas kelurahan
KECAMATAN

[ |BLMBING

[ | KEDUNGKANDANG

[ | KLOJEN

[ ] LowokwaRu

[ ]sukun

(ZS Batas administrasi Kota Malang

KAB. MALANG

[ L 1KM
0 1.25 25 5

Gambar 1.1 Peta batas administrasi Kota Malang

1.6 Sistematika L aporan

BAB | - PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, maksud dan
tujuan, sasaran, lingkup kegiatan dan lokasi kegiatan serta keluaran yang
diharapkan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum Kota Malang.



BAB Il - KONDISI UMUM DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi studi yang meliputi kondisi fisik
dasar, rumah dan lahan, kondisi sarana dan prasana, serta kondisi sosial
ekonomi budaya Kota Malang.

BAB |1l - KONDISI SPAM EKSISTING

Bab ini menguraikan kondisi eksisting SPAM Kota Malang yang meliputi aspek
teknis, permasalahan aspek teknis, skematik SPAM eksisting serta aspek non
teknis (keuangan dan kelembagaan).

BAB IV - STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
Bab ini menguraikan kriteria teknis, metoda dan standar pengembangan SPAM
yang meliputi periode perencanaan, standar pemakaian air, kebutuhan air,
kehilangan air serta metode proyeksi penduduk.

BAB V - PROYEKSI KEBUTUHAN AIR

Bab ini menguraikan rencana pemanfaatan ruang, rencana daerah pelayanan,
proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi kebutuhan air minum di Kota Malang
sampai dengan akhir tahun periode perencanaan.

BAB VI - POTENSI AIR BAKU

Bab ini menguraikan potensi sumber-sumber air baku di wilayah Kota Malang
yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan SPAM Kota Malang sampai
dengan akhir tahun periode perencanaan.

BAB VIl - RENCANA PENGEMBANGAN SPAM

Bab ini menguraikan rencana pola pemanfaatan ruang dan kawasan Kota
Malang, pengembangan daerah pelayanan, rencana pentahapan
pengembangan dan skenario/konsep pengembangan SPAM Kota Malang.

BAB VIII - RENCANA PENDANAAN/INVESTASI

Bab ini menjelaskan biayainvestasi serta polainvestasi yang dilakukan dengan
pentahapan serta sumber pendanaan disesuaikan dengan kondisi kinerja
BUMD/ PDAM/ BLU. Selain itu juga menjelaskan gambaran asumsi-asumsi
yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil
perhitungan proyeksi finansial. Bab ini juga mencakup hasil perhitungan
kelayakan finansial (termasuk analisisnya) dan besaran tarif.

BAB I X - RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Bab ini menjelaskan mengenai bentuk badan pengelola yang akan menangani
SPAM Kota Malang; sumber daya manusia, baik jumlah maupun
kualifikasinya; program pelatihan untuk mendukung pengelolaan SPAM;
perjanjian kerjasama yang mungkin untuk dilakukan.



2. KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Kondis fisik daerah

Kota Malang merupakan kota terbesar ke 2 di Jawa Timur setelah Surabaya
sebagai Ibukota Propinsi Jawa Timur. Kota Malang memiliki luas wilayah
sebesar 11.006 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar
820.243 jiwa. Wilayah administrasi Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan yang
nantinya di pecah menjadi 10 Kecamatan. Wilayah tersebut adalah Kecamatan
Blimbing, Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Klojen, Kecamatan Oro-oro
Dowo, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Dinoyo, Kecamatan Sukun,
Kecamatan Mulyoregjo, Kecamatan Kedung kandang, dan Kecamatan Buring.
Fungss dan peran Kota Malang berdasarkan struktur dan kegiatan
fungsionalnya diarahkan pada fungs primer dan fungsi sekunder kota. Fungsi
primer yaitu Kota Malang berfungsi untuk kegiatan industri, perdagangan,
pergudangan, dan transportasi. Sedangkan fungsi sekunder Kota Malang
meliputi kegiatan industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantoran,
pendidikan, kesehatan, peribadatan, militer dan olahraga.

2.1.1 Geogr afi

Sebagaimana diketahui secara umum Kota Malang merupakan salah satu kota
tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki.
Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dengan
batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso
2) SebelahTimur . Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tgjinan dan Kecamatan Pakisgji

4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Kota Malang bila dilihat menurut letak geografisnya yaitu terletak antara
112°34°09,48” sampai 1120°41°34,93” bujur timur, dan 7°54°52,22” sampai
80°3°05,11” lintang selatan.

Wilayah Kota Malang memiliki kondisi topografi yang sebagian besar (96,3%)
datar dengan kemiringan lereng 0 — 15% dan ketinggian 440 — 667 meter dari
permukaan laut. Wilayah Kota Malang juga dikelilingi pegunungan antara lain
: Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Anjasmoro dan Gunung Arjuno.
Dari luas total wilayah Kota Malang sebesar 11.005,66 ha, digolongkan
menjadi 4 bagian menurut ketinggian, yaitu:

1) Ketinggian 380 — 400 meter, luas daerah = 100,15 ha
2) Ketinggian 400 — 500 meter, luas daerah = 8.422,63 ha
3) Ketinggian 500 — 600 meter, luas daerah = 2.346,41 ha

4) Ketinggian 600 - 667 meter, luas daerah = 136,47 ha
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Gambar 2.1 Wilayah administrasi Kota Malang

2.1.2 Topogr afi dan fisiogr afi

2.1.2.1 Daerah perbukitan
Daerah dengan ketinggian antara 500 - 999 m dari permukaan laut. Daerah
Perbukitan Rendah adalah daerah yang reliefnya relatif datar, dengan beda
ketinggian antara 5 - 25 m, yang terdapat pada ketinggian 200 - 499 m dpal.
Penyebaran daerah perbukitan wilayah Kota Malang dengan ketinggian
antara 500 - 999 m di atas permukaan air laut yang terdapat di bagian timur
Kecamatan Kedungkandang. Daerah berbukit ini memanjang dari utara ke
selatan dengan permukaannyabergelombang yaitu Gunung Buring.
Daerah perbukitan rata-rata mempunyai kemiringan lereng antara 15 — 40°.
Bentuk daerah perbukitan merupakan bukit-bukit angkatan dengan batuan



tuff vulkan dan batu pasir (land stone) yang luas. Keadaan fisikk berupa
perbukitan dengan komplek perumahan Buring Hill dan Perumahan
Buring satelit dan ladang penduduk. Iklim. Daerah perbukitan beriklim tropis
dengan type iklim tropis AW.

2.1.2.2 Sungai-sungai

Kota Malang terdapat beberapa sungai yang melintasi kota antaralain :

1. Sungai Brantas.
Panjang 58.078 meter dan lebar 50 meter. Debit air rata-rata maksimum
20.160 m3/ detik, dengan debit air rata-rata minimum 8.181 m3/ detik.
Mata air berasal dari Gunung Anjasmoro. Dasar sungai berbentuk U
terdiri dari batu granit dan arus air agak lemah pada musim kemarau
dan sedangkan pada musin penghujan deras. Kedalaman air rata-rata 4
meter.

2. Sungai Bango.
Panjang sungai kira-kira 11.061 meter dan lebar antara 30 meter. Debit
air maksimum 16.240 m3/detik, sedangkan debit air minimum
11.342 m3/ detik. Mata air berasal dari Gunung Tunggangan dengan
dasar sungai berbentuk U, berbatu. Arus air lemah dimusim kemarau
sedangkan di musim penghujan deras. Kedalaman air rata-rata 6 meter.

3. Sungai Amprong.
Panjang sungai kira-kira 44.831 meter dan lebar antara 30 meter. Debit
air maksimum 10.261 m?3 /detik. dan debit air minimum 7.011
m3/ detik. Mata air berasal dari Gunung Batu. Dasar kali berbentuk U,
berbatu. Arus air lemah dimusim kemarau dan musim penghujan deras
dengan kedalaman air rata-rata 4 meter.

4. Sungai Mewek.
Panjang sungai 8.647 m dan lebar 20 m. Debit air rata-rata maksimum
0.456 m3/ detik dan debit air rata-rata minimum 0.228 m3/ detik dengan
dasar kali berbentuk U, berbatu. Arus air lemah dengan kedalaman air
rata-rata 3 meter.

5. Sungai Kajar.
Panjang sungai 11.318 meter lebar 15 meter. Debit air maksimum 0,672
m3/ detik dan debit air minimum 0,224 m3/ detik. Dasar kali berbentuk
U, berbatu, arus air lemah dengan kedalaman air rata-rata 2 meter.

6. Sungai Metro.
Panjang sunga adalah berkisar antara 5.233 meter dan lebar 30 meter.
Debit air makssmum 4.752 m3/detik dan debit air minimum 1.721
m3/ detik. Dasar kali berbentuk U, berbatu dengan kedalaman air rata-rata
3 meter.

Pada umumnya, sungai-sungal di Wilayah Kota Malang berfungsi untuk irigasi
dan saluran pembuangan air dan juga di beberapa tempat dimanfaatkan
sebagal air minum yang dikelola PDAM.



2.1.2.3 Sumber air
Mata air.
Kebutuhan air di Kota Malang disuplai dari Sumber air yang berasal
dari KotaMalang sendiri maupun dari wilayah Kabupaten dan Kota Batu.
Berdasarkan realisasi produksi bulan Oktober tahun 2013, sumber-
sumber air PDAM terdiri dari air tanah 4.6%, mata air 18.8%, dan air
permukaan 76.6%. Berdasarkan lokasi, 68.9% sumber air berada di
wilayah Kabupaten Malang, 19.4% di Kota Batu, dan hanya 11.7% di Kota
Malang sendiri. Adapun secararinci dapat dilihat padatabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Sumber air baku PDAM Kota Malang

No. Nama Sumber Pr(z:j;)c/:: ihon gﬂfc(: L okasi K (Lap/?;tt)as
1 E;I:qaggun Fipa 2 201,619 Spring Kota Batu 87.25
. Egiﬂgun Fipa 2820614 | SPING Kota Batu 145.46
3 Karangan 775.952 Spring Kab Malang 29.54
4 Sumbersari 491,594 Spring Kab Malang 18.72
5 Wendit | 0,887,182 Spring Kab Malang 376.43
6 Wendit |1 8,420,043 Spring Kab Malang 320.57
5 | Wendit 111 4.310.645 Spring Kab Malang 164.46
8 Banyuning > 068,046 Spring Kota Batu 78.74
9 Badut | 374.607 Deep weel | Kota Malang 14.26
10 | Badut |1 503,124 Deep weel | Kota Maang 19.16
11 | Sumbersari | 35,286 Deep weel | Kota Malang 1.34
12 | Istana Dieng 322,386 Deep weel | Kota Malang 12.27
13 | TPA Supit Urang | 196,450 Deep weel | Kota Malang 7.48
14 | Supit Urang Il 303,445 Deep weel | Kota Malang 11.55
Sumber : PDAM Kota Malang Oktober 2013

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang yang memproduksi
air minum untuk kebutuhan masyarakat Kota Malang dengan produksi
air minum sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar 33.809.993 m3
dengan jumlah pelanggan sebanyak 124.730 pelanggan, sedangkan yang
didistribusi sebesar 32.119.493 m3 yang terbagi untuk kebutuhan rumah
tangga, niaga, industri, sosial, perkantoran dan lain - lain.



Sumur
Sumur yang ada di wilayah Kota Malang hampir tersebar di setiap
kecamatan dengan kedalaman 5 - 25 m dengan warna air pada umumnya
jernih.

2.1.2.4 Lahan

Lahan di Wilayah Kota Malang berupa perkebunan, tegalan, sawah.
Penggunaan lahan dipengaruhi oleh kondisi medan dan jenistanahnya

1.

Perkebunan

Jenis perkebunan yang terdapat di Kota Malang adalah perkebunan
swadaya masyarakat sendiri yang memanfaatkan pekarangan ataupun
lahan rumah. Penyebaran perkebunan terdapat di wilayah
Kedungkandang, Lowokwaru, dan Sukun.

Jenis tumbuhan perkebunan yang ditanam di daerah Kota Malang yaitu
kelapa, kopi, dan cengkeh. Pengelolaan perkebunan pada umumnya
dikelola oleh Pemerintah bersama rakyat serta perkebunan traditional
yang dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan dari Pemda setempat.
Pemanfaatan perkebunan yang ada dapat dimanfaatkan sebagai
sumber logistik wilayah Kota Malang dan untuk meningkatkan
penghasilan masyarakat serta pendapatan daerah.

Tegalan

Jenis tanaman yang ada, yaitu berupa tanaman sayur mayur, padi,
jagung, ubi jalar serta tanaman keras berumur pendek. Fungsinya,
digunakan untuk menanam tanaman pangan dan untuk tanaman lainnya
yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di
daerah Kota Malang. Lokasi dan luas penyebarannya, tegalan dan
pekarangan penyebarannya terdapat di Kedungkandang dan Sukun, dan
Lowokwaru. Tegalan umumnya ditanam berbagar ragam tumbuhan
berupa padi, jagung, ubi jalar. Pemanfaatan hasil dari lahan tegalan dapat
digunakan sebaga sumber bahan pangan masyarak at setempat.

Sawah

Jenis. Jenis sawah yang dominant adalah sawah irigas tehnis
seluas 1.523,343 ha dan sederhana non tehnis seluas 6.918,156 ha
Sawah dapat difungsikan sebagai lahan pertanian dengan hasil utama
padi. Lokasi persawahan terdapat di wilayah Kedungkandang , Sukun dan
Lowokwaru. Tanaman yang ada di persawahan berupa tanaman padi, dan
sayur mayur. Mengingat adanya sistim pengairan tehnis yang intensif
maka lahan pertanian yang ada cukup baik. Ada persawahan yang dapat
dikembangkan dengan penanganan secaraintensif terutama di sepanjang
aliran sungai (DAS).

2.1.3 Geologi
Kondisi Geologi Kota Malang pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2
daerah pokok yaitu:

1)
2)

Daerah alluvium
Daerah hasil gunung apik warter muda



Sebagian besar (59%) dari luas Kota Malang merupakan daerah alluvium yang
berada pada Kecamatan Klojen dan Sukun, dan 41% merupakan daerah hasil
gunung apik warter muda yang yang berada pada kecamatan Blimbing,
Kedungkandang dan Lowokwaru.

1.

Batuan

Jenis batuan yang ada adalah batuan sedimen yang berasal dari sedimen
kwarter berupa napal, batu kapur, kerikil dan sebagainya. Batuan pasir
dan batu kapur dapat digunakan untuk bahan bangunan, misalnya
pembuatan jalan, bendungan, jembatan, rumah dan lain-lain.

Tanah

Jenistanah di Wilayah Kota Malang dapat dikelom pokan menjadi empat:
A. Alluvia

Terbentuk oleh bahan aluvial dan koluvial. Topografinya datar sampai
sedikit bergelombang di daerah dataran, daerah cekung dan daerah
aliran sungai. Tekstur tanahnya liat dan berpasir. Konsistensi teguh
(lembab) plastik bila basah dan keras bila kering. Kepekaan erosinya
besar.

Kandungan organik rendah. Permeabilitas rendah. Pemanfaatan tanah
ini untuk persawahan dan tanah pertanian. Daya dukung untuk
kepentingan militer, dalam kondisi tanah yang kering bagus, dapat
dilalui oleh semua jenis kendaraan militer karena bertekstur pasir.
Untuk tanah yang basah, dapat menghambat gerakan pasukan,
terutama pasukan kavaleri dan artileri medan. Persebaran tanah ini
terdapat di seluruh wilayah Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru,
Sukun dan Klojen.

. Tanah Litosol

Terbentuk oleh batuan beku,sedimen keras, bahan induknya tuff
vulkan. Topografinya bergelombang. Tekstur aneka, berpasir.
Konsistensi teguh (Lembab), lekat/lengket bila basah dan keras bila
kering. Kepekaan erosi besar, kandungan organic rendah.
Permeabilitas beraneka. Persebaran tanah ini terdapat di wilayah
Kedungkadang.

. Tanah Andosol

Terbentuk olen abu dan tuff vulcano, topografinya datar,
bergelombang melandai dan berbukit. Tekstur tanah lempung hingga
debu,liat menurun. Konsistensi gembur, licin rasanya dijari.
Struktur tanah, makin kebawah agak gumpal. Kepekaan erosi besar
baik terhadap erosi air, angin. Kandungan mineral tanah sedang.
Permeabilitas sedang dan persebarannya di daerah Lowokwaru dan
Sukun.

. Komplek Mediteran

Bahan induknya terbentuk oleh batu kapur keras, batuan sedimen
dan tuf volkan basa. Topografinya berombak hingga berbukit.
Tekstur tanahnya lempung hingga liat. Konsistensi gembur hingga
teguh. Struktur gumpa hingga gumpa bersudut. Kepekaan erosi
besar Kandungan unsur haratergantung dari bahan induk umumnya
relatif tinggi kadarnya. Permeabilitas sedang. Kepekaan erosi besar



hinggasedang, dan persebarannya.di Klojen, Sukun danLowokwaru.



